BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan penjelasan dalam Bab IV maka terdapat kesimpulan

sebagai berikut :

Bahwa setelah Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

diundangkan :

1. Perbandingan peraturan terkait partisipasi masyarakat dalam analisis
mengenai dampak lingkungan berdasarkan Undang Undang Nomer 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang Undang Nomer 32 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat
dilihat dalam paragraf 3 pasal 26 UUCK yang mana mempersempit
definisi dari masyarakat yang terlibat dalam proses AMDAL.Selanjutnya
perbedaan juga terjadi dalam perlibatan masyarakat dalam hal peninalian
yang tidak lagi melibatkan masyarakat seperti dalam UUPPLH, serta
menghapuskan pasal mengenai hak masyarakat dalam proses keberatan
dalam AMDAL.Dalam hal ini perubahan yang terjadi mengakibatkan
banyaknya implikasi. UUCK melegalkan praktik buruk yang ada didalam
UUPPLH karena dalam UUPPLH apabila proses AMDAL tanpa
melakukan keterlibatan dalam masyarakat adalah illegal sementara
sekarang menjadi legal apabila tidak melibatkan “masyarakat”. Artinya
jaminan ataupun hak masyarakat dalam UUCK sangat berkurang,
sehingga apabila peran partisipasi masyarakat dikurangi maka AMDAL
menjadi sebatas stempel karena usulan yang ada tidak meliputi berbagai
macam pihak dalam hal ini masyarakat. Harusnya setiap anggota
masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan
keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan
hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Implikasi dari keberlakuan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terhadap Partisipasi masyarakat dalam AMDAL.
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Dalam hal ini dikarenakan UUCK mempersempit bentuk partisipasi
masyarakat baik dalam penyusunan, penilaian, dan keberatan. UUCK
juga bertantangan dengan pasal 65 dan 67 UUPPLH serta tidak sesuai
dengan amanat dari UUD 1945 pasal 28H. Selain itu UUCK bertentangan
dengan asas partisipasif yang ada dalam UUPPLH serta mengabaikan
asas kelestarian dan keberlanjutan. Implikasinya adalah partisipasi
masyarakat sebagai informasi menjadi dipersempit, lalu partisipasi
masyarakat yang bertujuan sebagai pengawas/pengendalian menjadi
berkurang dan pelaku usaha semakin diberikan ruang untuk tidak
mendengarkan masukan dari masyarakat yang mana akibatnya hanya
mementingkan faktor ekonomi tanpa mementingkan faktor lingkungan
dan hal ini bisa menjadi bencana bagi masyarakat karena kurangnya
pengendalian ataupun perhatian dari masyarakat terutama masyarakat

yang terdampak dari para pelaku usaha.

Saran

Berdasarkan analisis diatas mengenai implikasi hukum terhadap partisipasi
masyarakat dalam analisis mengenai dampak lingkungan berdasarkan
undang-undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka saran penulis
adalah :

1. Perlunya perhatian bagi pembuat undang undang untuk
memperhatikan partisipasi masyarakat dalam amdal karena
pengaruh dan dampaknya besar terhadap lingkungan hidup dan
masyarakat sekitarnya. Selain itu, dalam melakukan pengawasan
perlu adanya kerjasama antara stakeholder/instansi di bidang
lingkungan hidup yang terkait agar tugas pengawasan tersebut
menjadi maksimal.

2. Sebaiknya pemerintah meyediakan informasi lingkungan hidup
yang komprehensif terkait permasalahan lingkungan hidup
beserta dampaknya dengan cara yang mudah dimengerti atau

dipahami dan mudah diakses oleh masyarakat serta pemerintah
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harus dapat memastikan pemenuhan hak masyarakat terhadap
lingkungan hidup kepada masyarakat, antara lain dengan
penguatan kearifan lokal yang dikombinasikan dengan kemajuan
teknologi serta kondisi masyarakat dalam mendapatkan

informasi.
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